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Abstract. The current refugee problem is the influx of refugees from the myanmar state of ethnic rohingya. The ongoing rohingya ethnic conflict in myanmar leaves them in and out of myanmar, and one of the countries affected by the rohingyas is Indonesia. The type of research used in this study is a normative-law study with legal collection techniques done by digging up normatif skeletons and document study techniques using legal materials. This leads to the conclusion that the jurisdiction of the ICC itself is responsible for the genocide that occurred in myanmar against its ethnic rohinge, the ICC adheres to the underlying statute of Romans 1998.
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Abstrak. Permasalahan pengungsi saat ini adalah masuknya pengungsi dari negara . Myanmar yaitu pengungsi etnis Rohingya. Konflik etnis Rohingya yang berkepanjangan yang terjadi di Myanmar membuat mereka lari dan keluar dari Myanmar, dan salah satu negara yang terkena dampak dari pindahnya etnis Rohingya ini adalah indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum. Sehingga didapat kesimpulan bahwa  yurisdiksi dari ICC sendiri dalam menangangani kasus Genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya, ICC berpedoman pada statuta yang mendasarinya yaitu Statuta Roma 1998. 
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LATAR BELAKANG
Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Masyarakat yang melakukan perpindahan atau biasa yang disebut dengan pengungsi bisa dalam bentuk perorangan maupun perkelompok. Pengungsi bukan hanya berasal dari satu wilayah ke wilayah lain dalam negara yang sama, akan tetapi tidak jarang pula pengungsi berpindah dari suatu negara ke negara lain demi mencari suaka perlindungan atas hak-hak asasinya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sanak keluarga dan kerabatnya (kelompoknya). Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (persecution). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan –Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional. Jadi negara-negara yang menjadi peserta/penandatangan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat hukum yang diatur dalam Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka). Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (non refoulement) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. 
Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak azasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya gelombang pengungsian para pengungsi pada beberapa tahun terakhir. Permasalahan pengungsi saat ini adalah masuknya pengungsi dari negara Myanmar yaitu pengungsi etnis Rohingya. Konflik etnis Rohingya yang berkepanjangan yang terjadi di Myanmar membuat mereka lari dan keluar dari Myanmar, dan salah satu negara yang terkena dampak dari pindahnya etnis Rohingya ini adalah indonesia.



KAJIAN TEORITIS
Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Dalam pengertian lain “Hukum Internasional dapat didefenisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta mencakup: 
a. Organisasi Internasional, hubungan antara organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu atau individu-individu
b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum hukum bukan negara (non states entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat Internasional. 
Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: Hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum Internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.
Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum internasional sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Selain Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, saat ini Perserikatan Bangsa-bangsa juga sedang berupaya untuk menyelesaikan “hukum acara” bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), yang statuta pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut akan berlaku, jika telah disahkan oleh 60 negara.
Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili individu yang melanggar Hak Asasi manusia dan kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi. 
Penyelesaian sengketa secara damai dibagi sebagai berikut:
1. Arbitrase 
Sebenarnya arbitrase berarti penyerahan perkara kepada orang-orang tertentu yang disebut arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang memberikan keputusan tanpa begitu mengindahkan pertimbangan-pertimbangan hukum.
2. Penyelesaiana secara hukum (judicial settlement).
Penyelesaian secara hukum (judicial settlement) dimaksudkan penyelesaian yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional yang dibentuk dengan wajar, yang menggunakan peraturan- peraturan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara.
1. Perundingan, Perantaraan, konsoliasi, atau pemeriksaan. 
Perundingan (negoitation), jasa-jasa baik (good offices), perantaraan (mediation), konsoliasi dan penyelidikan (inquiry) adalah metode-metode penyelesaian yang kurang formal daripada peradilan atau arbitrase. 
2. Penyelesaian di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai pengganti Liga Bansa Bangsa (LBB) mengambil bagian terbesar tugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan dalam Pasal 2 Piagam PBB, anggota-anggota PBB berjanji menyelesaikan persengketaan mereka dengan cara-cara yang damai dan tidak akan mengecam dengan peperangan atau menggunakan kekerasan.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus . Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan yurisdiksi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganilisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Suaka dan Pengungsi
Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Suaka mencakup berbagai aspek termasuk prinsip non refoulement, ijin untuk tetap tinggal di wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai standar umum kemanusiaan. Sedangkan Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. 
Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pe-suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional. 
Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian Pengungsi. Pengungsi dalam perjanjian internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa keluar.
Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi di Indonesia
Pengungsi (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers). Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya sendiri dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negeri lain. Konvensi Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of refugee) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemudian kembali ke negerinya. Ada pula yang mengajukan suaka (asylum) ke negeri lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia secara implisit tidak mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi, namun secara eksplisit sebenarnya telah masuk ke dalam kategori dalam Pasal 86 dikatakan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan “Tindakan Administrasi Keimigrasian” kepada korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selanjutnya pada Pasal 87 mengatur tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan akan diperlakukan khusus. Ini hanya mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa 
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, Imigran ilegal yang telah mendapatkan status asylum seekers atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia. Dengan dasar Peraturan Dirjen diatas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan keimigrasian yang harus dilakukan terhadap imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut, bahwa kenyataannya tidak akan semuadari para pemohon status refugees yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi Internasional atau refugees oleh UNHCR dengan alasan ataupun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.
Secara signifikan, Indonesia berusaha untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang mengarah pada pemahaman mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari kehadiran imigran ilegal yang singgah di Indonesia. Saat ini Indonesia juga menerapkan sebuah kebijakan yang diberi nama “selective policy”, yaitu sebuah kebijakan yang mengatur masuknya warga asing ke Indonesia hanya sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi negara dan pemerintah Indonesia.
Kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam menangani pengungsi di rumah detensi imigrasi Indonesia mengalami beberapa kendala dalam proses penanganan pengungsi, yaitu disebabkan tidak adanya standar baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pengungsi.
Implementasi Instrumen Hukum Internasional Terhadap Kasus Pengungsi Lintas Batas Negara
Para pencari suaka atau pengungsi, berhak untuk mendapatkan Perlindungan Internasional. Pertama dan yang paling utama, adalah tanggung jawab Negara-negara untuk melindungi warganya. Ketika pemerintah tidak bisa dan tidak dapat melindungi warga negaranya, maka warganya mungkin akan menderita akibat pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak pribadi mereka, bahkan mungkin akan meninggalkan anggota keluarganya untuk mencari keamanan di negara lain. Karena, menurut definisi, hak dasar dari para pengungsi sudah tidak lagi dilindungi oleh pemerintah Negara asal mereka, maka masyarakat internasional kemudian mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar hidup mereka dihormati. 
Pelaksanaan Konvensi 1951 maupun Protocol 1967 tidak memberikan cara-cara bagaimana Negara harus melaksanakan kewajibannya di bawah perangkat-perangkat tersebut. Oleh karenanya, negara peserta mempunyai kebebasan untuk menentukan lembaga dan prosedur untuk menangani masalah pengungsi tersebut. Sehingga disinilah peran pengawasan UNHCR sangat penting guna terciptanya standarisasi perlindungan pengungsi di setiap Negara.
Konvensi 1951 mengenai status pengungsi mengatur secara rinci hak-hak pengungsi. Walaupun sebagian hak-hak pengungsi dapat dibatasi dalam suatu situasi tertentu (sebagaimana hak-hak warga Negara) beberapa hak yang penting di atur dalam konvensi tersebut :
1. Tidak dibeda-bedakan (pasal 3);
2. Kemerdekaan Beragama (pasal 4);
3. Bebas mendapat akses ke pengadilan atas hukum di wilayah seluruh Negara pihak Konvensi (pasal 16);
4. Hak Mendapatkan pekerjaan (pasal 17);
5. Hak mendapatkan perumahan (Pasal 22);
6. Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 22);
7. Hak mendapatkan pertolongan dan bantuan umum (Pasal 23);
8. Kemerdekaan bergerak dalam wilayah negara (Pasal 26);
9. Hak untuk tidak diusir dari suatu Negara (kecuali pengungsi merupakan suatu ancaman terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum) (Pasal 32)

Yurisdiksi International Criminal Court dalam Upaya Penyelesaian Kasus Rohingnya
Rohingya adalah nama sebuah etnis di Arakan, Myanmar Utara,yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer. Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tdak diakui secara penuh kewarganegaraannya oleh pemerintah Burma. Tidak seperti golongan etnik lain yang setidaknya Dakui kewarganegaranya oleh rezim Burma, masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan penuh.
Statuta Roma 1998 mengatur yurisdiksi ICC terhadap pelanggaran HAM berat. Adapun yurisdiksi tersebut sebagai berikut.
1. Personal Jurisdiction. 
Personal jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili. 
2. Material Jurisdiction. 
Material jurisdiction merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang dapat diadili menurut peraturan tersebut. Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya, maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma 1998. 
1. Temporal Jurisdiction. 
Temporal jurisdiction merupakan tindakan suatu lembaga yang dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam kewenangan lembaga apabila lembaga tersebut telah dibentuk .
2. Territorial Jurisdiction. 
Territorial jurisdiction merupakan kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan yurisdiksi apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga tersebut. Sebagaimana fungsi dari ICC untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, seharusnya ICC dapat segera menangani kasus tersebut melalui mekanisme keputusan DK PBB mengingat Myanmar bukanlah sebagai negara peratifikasi. Pemerintah Myanmar terkesan menunda penyelesaian kasus etnis Rohingnya karena Etnis Rohingnya bukan warga negara Myanmar meskipun etnis tersebut telah bermukim selama beberapa keturunan di Myanmar (unwiilling). 
Kondisi sistem Peradilan nasional Myanmar yang tidak mampu berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan kasus Etnis Rohingnya sekaligus mengadili pelaku pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Rohingnya menjadi salah satu bukti pemenuhan Indikator ketidakmampuan negara (unable). Keberadaan Etnis Rohingnya jika dianalisis dengan aspek Human Security (kebebasan dari rasa takut, ancaman, atau bahaya), saat ini banyak Etnis Rohingnya yang keluar dari Myanmar untuk mencari suaka atau menjadi pengungsi. Fenomena pengungsi adalah salah satu gejala yang signifikan dari adanya krisis ketidakamanan manusia karena rumah, barang-barang pribadi dan ikatan keluarga adalah bagian penting dari keamanan semua orang. Setiap negara yang didatangi pengungsi tersebut tidak boleh memulangkan para pengungsi tersebut (non refoulement) 
Setidaknya ada tiga langkah yang dapat diambil oleh PBB dalam mengatasi konflik Rohingnya. 
1. Pertama, Peace Making. Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat khususnya secara damai. 
2. Kedua, Peace Keeping. Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam memelihara perdamaian dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. 
3. Ketiga, Peace Building. Peace Building adalah tindakan untuk mengidentifikasikan dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian.
Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak mempunyai tanggung jawab dalam ranah hukum internasional. Karena negara memiliki kedaulatan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak pengungsi anak sesuai dengan Konvensi hak-hak anak yaitu sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak secara khusus menyebutkan tentang perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, walaupun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi, tetapi sebagai negara yang menjadi titik transit untuk pengungsi ke tujuan selanjutnya dapat dijalankan agar hak-hak pengungsi anak dapat terpenuhi selama dalam yurisdiksi Indonesia. Adapun Indonesia sebagai subjek dalam hukum internasional mempunyai tanggung jawab terhadap pengungsi anak berdasar pada salah satu general principles recognized civilized nations yaitu jus cogens yang mana mengisyaratkan bahwa setiap tindakan bangsa dalam menjalankan kewajibannya harus melalukan perlindungan akan kemanusiaan dalam ranah perlindungan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah melakukan perlindungan hak-hak asasi pengungsi anak. 
Selanjutnya Indonesia juga mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi anak, diantaranya dalam international customary law yaitu dengan diakuinya bahwa hukum hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum kebiasaan Internasional, maka Indonesia dapat menjadikan salah hal tersebut sebagai satu rujukan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi anak, mengingat negara-negara lain telah menganggap hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang secara khusus diatur dalam konvensi hak-hak anak.

KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun yurisdiksi dari ICC sendiri dalam menangangani kasus Genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya, ICC berpedoman pada statuta yang mendasarinya yaitu Statuta Roma 1998. ICC memiliki beberapa Yurisdiksi dalam menjalankan tugas tugasnya antara lain; Personal Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC mengenai subjek yang dapat diadili, Material Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC terkait tindakan atau materi apa saja yang termasuk kewenangannya, Temporal Jurisdiction adalah legalitas dimana setelah ICC ini di bentuk dan di sahkan, Territorial Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC mengenai dimana saja bisa melaksanakan yurisdiksinya. ICC mengembangkan metode Human Security sebagai sarana yang bertujuan untuk membantu mengembalikan keamanan warga Rohingnya. Metode selanjutnya ialah Humanitarian Action, humanitarian action menawarkan kepada aktor internasional seperti organisasi internasional dan non government organization (NGO) untuk mengatur krisis kemanusiaan yang sering terjadi berkaitan dengan konflik antar atau dalam negara. ICC memanfaatkan metode ini untuk terjun dalam proses melindungi hak asasi manusia dari warga Rohingnya dan menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam proses penyelesian sengketa kasus etnis Rohingnya ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ICC juga menghadapi beberapa hambatan. 
Hambatan-hambatan tersebut ialah, tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar malah menganggap etnis Rohingnya ini adalah sekelompok imigran illegal yang menetap di negaranya. Sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas perlakuan yang diterima etnis Rohingnya. Sementara itu, di sisi lain adanya prinsip Non-Intervensi yang dianut oleh anggota-anggota organisasi ASEAN yang menghambat masuknya ICC untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya campur tangan organisasi ataupun negara lain dalam menyelesaikan permasalahan intern yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, khusunya dalam hal ini negara Myanmar. Menghambat masuknya ICC untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya campur tangan organisasi ataupun negara lain dalam menyelesaikan permasalahan intern yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, khusunya dalam hal ini negara Myanmar.
Adapun saran yang dapat diberikan melihat dari kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar yaitu kepada pihak-pihak yang bersengketa terutama dalam kasus ini ialah Myanmar diharapkan agar lebih bersikap kooperatif dan terbuka agar tidak melalukan langkah-langkah politis yang dapat merugikan upaya-upaya dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia secara langsung. Langkah penguatan dan penegakan hukum dalam pemajuan norma-norma hak asasi manusia diperlukan oleh Myanmar agar segera melakukan tindakan pengesahan perjanjian internasional berupa ratifikasi instrumen HAM. Dan juga diharapkan PBB, diharapkan agar dilakukannya tindakan untuk melakukan reformasi perjanjian internasional dengan penghapusan terkait hak-hak yang bersifat otoritas di dalam keanggotaan PBB sebagai pola dalam menghormati hak asasi manusia dan peningkatan peradaban manusia yang berhubungan dengan keamanan dan perdamaian dunia tanpa terganjal intervensi hak yang berbeda diantara anggota PBB itu.
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